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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.61/Menhut-II/2013 
TENTANG 

FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Kehutanan tentang Forum Koordinasi 
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 24 Nomor 332, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5292); 

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 
I Kementerian Negara; 

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 405); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG FORUM 
KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu 

wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan 
anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan 
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut 
secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan 
batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh 
aktivitas daratan. 

2. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan 
timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS 
dan segala aktivitasnya agar terwujud kelestarian dan keserasian 
ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi 
manusia secara berkelanjutan. 

3. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS yang selanjutnya disebut Forum 
adalah wadah koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan 
DAS. 

4. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak terkait yang terdiri dari 
unsur pemerintah dan bukan pemerintah yang berkepentingan 
dengan dan patut diperhitungkan dalam pengelolaan DAS. 

5. Tokoh kunci (key man) adalah orang yang mempunyai minat 
membicarakan, mengevaluasi, dapat dan mau memberikan 
masukan/saran dalam pengelolaan DAS 

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang kehutanan. 

Bagian Kedua 
Ruang Lingkup 

Pasal 2 
Ruang lingkup Peraturan Menteri Kehutanan ini meliputi: 
a. Maksud dan tujuan. 
b. Pembentukan Forum. 
c. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan. 
d. Tata Kerja dan Kesekretariatan. 
e. Pelaporan. 
f. Pendanaan. 
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Bagian Ketiga 
Maksud dan Tujuan 

Pasal 3 
(1) Penyusunan peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan 

arahan umum dalam pembentukan Forum baik di tingkat Nasional, 
Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. 

(2) Forum bertujuan memberikan arahan yang efektif sebagai bagian dari 
pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan DAS dari hulu ke hilir 
secara utuh. 

BAB II 

PEMBENTUKAN FORUM 
Bagian Kesatu 

Proses Pembentukan Forum 
Pasal 4 

(1) Pembentukan Forum dilaksanakan atas dasar kesadaran dan 
kebutuhan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam 
pengelolaan DAS.  

(2) Tahapan pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari : 
a. Identifikasi isu penting dalam pengelolaan DAS; 
b. Identifikasi para pemangku kepentingan termasuk tokoh kunci 

(key man) yang terlibat dalam pengelolaan DAS. 
c. Sosialisasi Pengelolaan DAS yang ditujukan kepada para 

pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan DAS.  
d. Musyawarah para pemangku kepentingan dalam pengelolaan 

DAS, untuk mewujudkan pemanfaatan dan konservasi 
sumberdaya alam dan lingkungan melalui prinsip pengelolaan 
DAS. 

e. Membentuk Forum atas dasar kebutuhan dan kesepakatan 
bersama para pemangku kepentingan. 

 
Pasal 5 

(1) Dalam pembentukan Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 
mempunyai peran : 
a. Inisiasi dan fasilitasi; dan 
b. Penetapan Forum sesuai kewenangannya. 

(2) Inisiasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak terkait antara lain, 
lembaga swadaya masyarakat (LSM). 
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